
BUPATI HALMAHERA TIMUR 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR 
NOMOR f1 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI HALMAHERA TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis 
operasional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, khususnya berkaitan dengan Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui peningkatan pelayanan dalam 
penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan 
dan anak, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis 
dimaksud perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD); 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017  Tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah jo. Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 ,  pembentukan UPTD 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur; 

c . bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Nomor 
000.8.1 . 1/530/SETDA Perihal Rekomendasi Pembentukan 
UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera 
Timur tertanggal 27 Februari 2023, maka UPTD PPA perlu 
dibentuk; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b dan huruf c di atas, maka 
Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

1 .  Undang-Undang No 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera 
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera 
Timur, dan Kata Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4264); 
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2 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201� tent�g 
Pcmcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) ,  scbagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tcntang Perubahan kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014  ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 20 15  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ; 

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20 17  
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 ) ;  

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20 18  
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 

6 .  Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 
2022 Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Timur Nomor 175); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur; 
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur; 
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
5 .  Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 

selanjutnya d.isingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

6. Kepala adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Halmahera Timur; 
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keteram pilan tertentu; 

8. Pel�yanan PPA adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan pelayanan 
bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan diskriminasi 
perlindungan khusus dan masalah lainnya berupa pelay�an pengadu� 
masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan 
sementara, mediasi dan pendampingan korban. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN UPTD 

Pasal2 
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

( 1 )  UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana 
teknis kegiatan operasional pada Dinas. 

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpin oleh seorang 
Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

(1 )  Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:  
a. Kepala UfYfD; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Pelaksana; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1 }  huruf b dipimpin oleh 
Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala UPTD; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf 
d berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

Pasal5 
Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA tercantum dalam lampiran yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 6 
(1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di 

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak 
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus 
dan masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 }  UPTD PPA 
mempunyai fungsi : 
a. layanan pengaduan masyarakat; 
b. layanan penjangkauan korban; 
c. layanan pengelolaan kasus; 
d. layanan penampungan sementara; 
e. layanan mediasi; dan 
f. layanan pendampingan korban. 
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Pasal 7 
( 1 )  Kepala UPTD PPA scbagaimana dimaksud dalarn Pasnl 4 nyat ( 1 )  hur 1 r  a 

menyelengkarakan fungsi : 
a. mengkoordinasikan dan mengendalikan scmua kc z in tun 

penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; 
b. menyusun program kerja UPTD PPA; 
c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; 
e. membina dan meningkatkan kemampuan para pcgawai dalam 

lingkungan UPTD PPA, dan 
f. melaksanaka administrasi UPTD PPA. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  Kcpala 
UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi ,  
perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat ( 1 )  
huruf b melaksanakan fungsi : 
a. administrasi; 
b. ketatausahaan; 
c. kepegawaian; 
d. keuangan; 
e. program; 
f. pelaporan; 
g. rumah tangga; dan 
h. urusan umum UPTD. 

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala 
Subbagian Tata Usaha mempunya tugas: 
a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggara; 
b. pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan; 
c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; 
d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan 
e. pelaksanaan kerumahtanggaan. 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 8 
( 1 )  Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  terdiri atas 
sejumlah jabatan fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok 

jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya; 

(3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada 
ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh 
kepala UPTD; 

(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) ,  ditetapkan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 

(5) Jenis danjenjangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 
I• SEL Nl "'A "' I .  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Esselonisasi 

Pasal 9 
( 1 )  Kl'P ilu UPTD PPA merupakan jabatan pengawas atau esselon IV a. 

(-) K palu subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau esselon IV 
b. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 10 
( 1 )  K pala UPTD PPA dan Kepala subbagian tata usaha cliangkat dan 

dib rhentikan oleh Bupati. 

(2) Kelornpok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
TATAKERJA 

Pasal 1 1  
( 1 )  Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat dilingkungan UPTD PPA wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di 

lingkungan UPTD maupun antara satuan organisasi dengan instansi lain di 

luar UPTD PPA sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib: 
a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja 

sama baik di lingkungan internal maupun eksternal; 
b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; 
c. melaksanakan system pengendalian internal; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan 
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA dapat 
berkoordinasi dengan : 
a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan 

kesehatan lainnya; 
b. balai pemasyarakatan; 
c. kepolisian sektor, resort, kepolisian daerah; 
d .  kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 
e .  balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia 

(BP3TKI); 
f. kantor wilayah kementerian agarna; 
g. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia; 
h .  lembaga pembinaan khusus anak; 
1. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial; dan 
j .  institusi lainnya. 
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(4) Kepala UPTD PPA menyarnpaikan has i l  pclaksanaa 1  u;�:t t  nya k,: : 1d: J  

Kepala Dinas yang mcnyclcnggnrakan urur an pcmer in tuhan d i  bidn J� 

pemberdayaan perempuan dan pcrlindungan anuk di wilnynhnya. 

BAB IX 
PEMBJAYAAN 

Pasal 12  

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD PPA dihcbankan k ;p;.J<J;'J 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kahupatcn Ha lm.  hcra 
Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) clan sum her J a in  y;:mi� 

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yanv. 

berlaku. 

B A B X  
PENUTUP 

Pasal 1 3  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pcngundan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Halmahcra 
Timur. 

Ditctapkan di Maba 
pada tanggal 3\ mare-\- 2023 
»; 

a0PATI HALMAHERA TIMUR, 

.: -�x� , 0 _ ,  
1 · , , , ,  UBAIO-YAKUB 

Diundangkan di Maha 
pada tanggal 31 Mare\- 2023 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI HALMAI IERA 1TMUR 
NOMOR : <o ,�'nun ?-o�-; 

TANGGAL : .31 M�re\ ?...o:Z.!, 

TENTANG PEMI3ENTUKAN, SU UN/\N 

ORG/\NISASI DAN TATA 

K�RJA UNIT PELAKSANA 

TEKNlS DAERAH 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK 

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA 

Kepala 

Kepala Subbagian 

Tata Usaha 

Pelaksana 

Klsf..()Ml'OK 

JABATAN 

PUNGSIONAL 

TERTENTU 
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